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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertujuan 

untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Orientasi untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar tentunya merupakan hal yang wajar selama dilakukan 

dengan cara yang jujur. Dalam proses untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya tersebut, para pelaku usaha harus bersaing satu sama lain. 

Persaingan dalam usaha akan memberikan warna baru bagi konsumen untuk dapat 

memiliki banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan atas barang dan/atau jasa 

dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi.1  

Di tengah persaingan yang ketat, tidak jarang pelaku usaha yang memilih 

untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat untuk menyingkirkan 

kompetitornya. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.2 Persaingan yang dilakukan dengan cara yang curang (unfair) 

tentunya akan merugikan pelaku usaha lainnya dan juga masyarakat sebagai 

konsumen. Dengan demikian tentu diperlukan peran negara untuk dapat 

																																																								
1 Rilda Murniati, Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam 
Usaha, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hal. 1 
2 Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999 
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memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan juga 

masyarakat.  

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) 

merupakan bentuk perlindungan dari negara terhadap pelaku usaha dan masyarakat 

walaupun hadirnya UU tersebut tidak terlepas dari peran Internasional Monetary 

Fund (IMF). Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter di Indonesia. Saat itu IMF 

bersedia memberikan bantuan berupa dana talangan sebesar $US 43 miliar dengan 

mengajukan beberapa syarat kepada Indonesia.3 Salah satu persyaratannya adalah 

diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999. Kehadiran UU No. Tahun 1999 diharapkan 

dapat merekayasa (engineering) kondisi persaingan dalam bisnis secara jujur dan 

transparan sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata 

bagi masyarakat.4  

Dalam rangka menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah 

lembaga yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.5 KPPU merupakan 

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah 

maupun pihak lainnya.6 Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga 

negara komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang 

berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan 

																																																								
3 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha “Teori dan Praktiknya di Indonesia”, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 24 
4 Ibid., hal. 21 
5 Ibid., hal. 27 
6 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1999), hal. 53 
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usaha.7 Selain menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk 

menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Walaupun KPPU 

memiliki fungsi penegakan hukum dalam persaingan usaha, KPPU bukanlah 

lembaga peradilan hukum khusus persaingan usaha sehingga KPPU tidak memiliki 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata.8 Oleh karena 

KPPU merupakan lembaga administratif,9 KPPU hanya memiliki kewenangan 

untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi para pelaku usaha yang melakukan 

persaingan usaha tidak sehat.  

Persekongkolan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh 

UU No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama 

dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.10 

Persekongkolan sering disebut dengan kolusi (collusion), dalam politik biasa 

disebut konspirasi (conspiracy).11 Definisi persekongkolan menurut Suhasri dan 

Mohammad Taufik Makarao adalah segala bentuk kerja sama di antara pelaku 

usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak lain pelaku usaha, untuk memenangkan 

persaingan secara tidak sehat.12 Dengan demikian, tentu dapat disimpulkan bahwa 

persekongkolan akan membawa dampak negatif bagi pelaku usaha lainnya.  

																																																								
7 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, (Jakarta : KPPU, 2009), 
hal. 146 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong era Persaingan Sehat, (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2003), hal. 82 
11 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit., hal.174 
12 Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 138 
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UU No. 5 Tahun 1999 juga melarang persekongkolan demi menjamin 

keberlangsungan persaingan usaha yang sehat. Salah satu bentuk persekongkolan 

yang dilarang adalah persekongkolan tender (bid rigging).13 Persekongkolan tender 

adalah praktek yang dilakukan antara penawar tender selama proses penawaran 

untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang 

ditawarkan pemerintah.14 Persekongkolan tender yang kerap kali terjadi dilakukan 

antara pelaku usaha yang berpartisipasi dalam tender dengan panitia tender. Para 

peserta tender akan nampak seolah-olah bersaing satu sama lain, akan tetapi 

sesungguhnya pemenang tender telah ditentukan sejak awal. Meskipun begitu, 

perusahaan (peserta tender) yang kalah dalam proses tender tersebut akan 

dibayarkan oleh pemenang tender15 baik dalam bentuk komisi (fee) ataupun janji 

untuk dapat memenangkan tender lainnya (persaingan semu). Sementara pemimpin 

proyek yang mewakili suatu instansi pemerintah akan mendapatkan komisi (fee) 

atas jasanya memenangkan peserta tender tertentu.16 Dengan demikian, pihak-pihak 

yang terlibat dalam persekongkolan tersebut akan memperoleh keuntungan, antara 

lain peningkatan pendapatan, kepastian usaha bagi peserta tender yang 

bersekongkol dalam memperoleh barang dan jasa yang ditawarkan, dan 

peningkatan kekuatan pasar bagi pelaku usaha yang bersekongkol dengan cara 

menghambat kegiatan usaha pesaingnya secara terus menerus.17 

																																																								
13 Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat.”  
14 Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Op.cit., hal. 178 
15 Udin Silalahi, Perusahaan saling mematikan & bersekongkol: bagaimana cara memenangkan?, 
(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal.106 
16 Ibid. 
17 Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam 
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal.119 
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Berdasarkan survei KPPU dalam sektor manufaktur, perbankan, dan 

regulasi yang dirilis pada bulan Agustus 2016, KPPU mencatat level indeks 

persaingan usaha di Indonesia masih di bawah 0.5 dari skala 0 hingga 1.18 Hal ini 

menandakan bahwa iklim persaingan usaha di Indonesia masih kurang sehat. 

Berdasarkan keterangan Direktur Penindakan KPPU, Gopprera Panggabean, sejak 

tahun 1999 hingga 2017 KPPU telah menangani 348 perkara, dan 245 perkara 

diantaranya merupakan kasus persaingan tender.19 Ketua Komisioner KPPU, 

Syarkawi Rauf juga mengatakan bahwa tender dalam pengadaan barang/jasa 

Pemerintah paling rawan korupsi karena persekongkolan dilakukan dengan 

difasilitasi oleh pejabat pemerintah.20  

Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahaan Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Perpres No. 4 Tahun 2015) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa. Persekongkolan tender yang dilakukan dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah merupakan perbuatan yang dapat membawa kerugian nyata 

bagi negara. Hal ini disebabkan karena pembiayaan pengadaan barang/jasa tersebut 

																																																								
18 KPPU, “Tingkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan Indeks Kompetisi di Indonesia”, 
<http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/10/tingkatkan-daya-saing-melalui-peningkatan-indeks-
kompetisi-di-indonesia>, akses terakhir tanggal 18 Mei 2017 
19 Ibid. 
20 Suci Sedya Utami, “KPPU : Banyak Tender Mengarah ke Korupsi dan Libatkan Pejabat 
Pemerintah”, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/Wb77XGnb-kppu-banyak-tender-
mengarah-ke-korupsi-dan-libatkan-pejabat-pemerintah>, akses terakhir 19 Mei 2017 
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berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun 

Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah (APBD). Persekongkolan tender 

yang dilakukan tentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari 

yang seharusnya sehingga negara yang menanggung kerugian tersebut. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan penggelembungan harga (mark up). Padahal tujuan 

penawaran tender yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan barang atau jasa 

dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan bagi pemilik tender.21  

Persekongkolan tender yang melibatkan panita/penyelenggara tender dapat 

disebut sebagai persekongkolan vertikal. Panitia/penyelenggara tender tersebut 

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga persekongkolan tender yang 

dilakukannya dengan pelaku usaha sangat erat hubungannya dengan tindak pidana 

korupsi. Penyimpangan yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa di 

lingkungan pemerintahan yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan 

sebagai korupsi. Panita/penyelenggara tender yang bersekongkol dengan pelaku 

usaha berarti telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga 

pembangunan yang diperuntukan untuk masyarakat luas berubah menjadi sarana 

untuk meraup keuntungan pribadi. Dampak persekongkolan tersebut tentu akan 

sangat merugikan negara dan masyarakat.  

Kerugian negara yang timbul atas dasar persekongkolan tender merupakan 

aspek yang dapat ditelusuri lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Kerugian negara tersebut merupakan akibat dari tindakan melawan hukum 

																																																								
21 I Putu Jati Arsana, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2016), hal. 327 
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yang dilakukan baik secara sengaja ataupun karena kelalaian dari 

panitia/penyelenggara tender.22 KPPU sebagai lembaga administratif hanya 

berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada korporasi sehingga 

panitia tender yang terlibat berada di luar jangkauan KPPU. KPPU hanya dapat 

memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti perbuatan 

panitia/penyelenggara tender. Apabila KPPU mendeteksi adanya dugaan tindak 

pidana korupsi, maka KPPU akan memberikan rekomendasi kepada KPK untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan.  

Salah satu putusan KPPU yang memuat rekomendasi Majelis Komisi 

kepada KPK adalah putusan No. 12/KPPU-L/2013. Putusan tersebut terkait tender 

pembukaan/ pembangunan Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau 

Liang di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011. Tender 

tersebut telah dimenangkan oleh PT Zuty Wijaya Sejati (Terlapor II). KPPU yang 

menerima laporan tentang dugaan pelanggaran atas tender tersebut melakukan 

penyelidikan dan memperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan pemeriksaan 

pendahuluan. Setelah melalui rangkaian persidangan, Majelis Komisi 

menyimpulkan telah terjadi persekongkolan tender secara horisontal dan vertikal di 

antara pelaku usaha dan panita tender. 

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terlapor II terafiliasi 

dengan PT Menarabaja Saranasakti (Terlapor III). Selain itu, berdasarkan alat bukti 

diketahui adanya permintaan terhadap PT Handaru Adhiputra (Terlapor IV) dan PT 

																																																								
22 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 
1 Tahun 2004) 
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Sinatria Inti Surya (Terlapor V) untuk menjadi pendamping dalam tender tersebut. 

Sebagai imbalannya, Terlapor IV dan Terlapor V mendapatkan fee masing-masing 

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 

Selain itu diketahui bahwa dokumen tender Terlapor IV, Terlapor V, dan PT Arafah 

Alam Sejahtera (Terlapor VIII) dibuat oleh orang yang sama yakni Sdr. Siswoyo. 

Sdr. Siswoyo tersebut adalah site manager yang bekerja pada PT Jaya Sakti 

Konstruksi (Terlapor VI) yang juga mengikuti tender tersebut. Dengan demikian, 

tentu memungkinkan Para Terlapor untuk saling mengetahui harga penawaran 

masing-masing dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai persaingan 

semu dalam proses tender.  

Panitia/ Pokja Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 

2011 (Terlapor I) juga dianggap telah melakukan tindakan diskriminatif dengan 

menggugurkan 13 (tiga belas) perusahaan dalam evaluasi administrasi dengan 

alasan kesalahan nomor jaminan penawaran. Terlapor I secara langsung maupun 

tidak langsung telah memfasilitasi Terlapor II agar dapat menjadi pemenang tender. 

Oleh karena itu, selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti 

melakukan persekongkolan tender, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi 

kepada KPK untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan 

korupsi yang dilakukan oleh panitia tender. Dengan melakukan diskriminasi, 

panitia tender telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan 

memperoleh keuntungan pribadi atas penyelewengan yang ia lakukan. Oleh sebab 

itu, tepatlah bila dikatakan persekongkolan tender sangat rawan dengan tindak 

pidana korupsi.  
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Setelah KPPU mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran, pelaku 

usaha dapat mengajukan upaya keberatan terhadap putusan KPPU tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU 

(Perma No. 3 Tahun 2005), keberatan yang dimaksud merupakan upaya hukum 

bagi bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Terkait dengan 

putusan KPPU No. 12/KPPU-L/2013, pelaku usaha yang telah dinyatakan terbukti 

melakukan persekongkolan tender mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan 

Negeri Bengkulu dan terdaftar di bawah register perkara No. 

01/Pdt.Sus.KPPU/2014/PN.Bgl. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim 

membatalkan putusan KPPU dan menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak 

terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 199.  

KPPU juga menggunakan haknya dengan mengajukan upaya hukum kasasi 

atas putusan pengadilan tersebut dengan register perkara No. 369 K/Pdt.Sus-

KPPU/2015. Mengacu kepada bukti-bukti yang ada, Mahkamah Agung kemudian 

mengabulkan permohonan kasasi dari KPPU yang sekaligus membatalkan putusan 

No. 01/Pdt.Sus.KPPU/2014/PN.Bgl. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penanganan persekongkolan tender 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terutama mengenai pemberian sanksi dan 

rekomendasi oleh Majelis Komisi. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas 

dan menganalisis mengenai penanganan persekongkolan tender dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah dikaitkan dengan perkara yang telah diputus oleh KPPU, 

yaitu perkara No. 12/KPPU-L/2013. Selain itu, penulis juga akan membahas 
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mengenai upaya keberatan dan kasasi yang dapat diajukan ditinjau dari UU No. 5 

Tahun 1999 dikaitkan dengan perkara tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus 

persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU dengan nomor dalam putusan 

KPPU No. 12/KPPU-L/2013 dengan judul: “Penanganan Persekongkolan 

Tender dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi Perkara No. 

12/KPPU-L/2013)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata cara penanganan persekongkolan tender dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah oleh KPPU berdasarkan putusan 

KPPU No. 12/KPPU-L/2013? 

2. Bagaimana upaya hukum keberatan dan kasasi yang dapat diajukan 

terhadap putusan KPPU No. 12/KPPU-L/2013? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penanganan yang dilakukan KPPU terhadap 

persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

terindikasi tindak pidana korupsi berdasarkan putusan KPPU No. 

12/KPPU-L/2013.  

2. Menelaah upaya hukum keberatan dan kasasi yang dapat diajukan 

terhadap putusan KPPU No. 12/KPPU-L/2013. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah 

kajian ilmu hukum mengenai penanganan terhadap persekongkolan tender 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis, mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, serta pihak lain yang 

membutuhkan informasi mengenai penanganan persekongkolan tender 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang 

terdiri dari: 

 Bab I merupakan PENDAHULUAN yang berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 Bab II merupakan TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari 

landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori meliputi 8 (delapan) 

sub bab yang berisikan tinjauan umum mengenai: persekongkolan; tender; 

persekongkolan tender, pengadaan barang/jasa pemerintah; KPPU; KPK; 

tindak pidana korupsi; dan sanksi terhadap pelaku persekongkolan tender. 
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Sedangkan landasan konseptual berisikan penjabaran mengenai konsep dan 

pengertian persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah.  

 Bab III berisi METODE PENELITIAN HUKUM yang terdiri dari 

jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data 

penelitian, dan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian 

penulis. 

 Bab IV berisi tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian dan analisis penulis 

terkait pokok permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian dan analisis 

penulis tersebut didasarkan kepada berbagai peraturan perundang-

undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori yang ada.  

 Bab V berisi KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini, 

penulis akan memberikan kesimpulan sebagai penutup disertai dengan 

solusi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




